BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR |7 , TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD )
KABUPATEN KEPAHIANG ’
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka perlu menetapkan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun Anggaran 2017,

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten
Kepahiang Tahun 2017 memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber
lain, dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang disusun
berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kepahiang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang - Undang Normor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349); -

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Négara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOmor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 5679);
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A

Menetapkan

10.

11.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-
2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintahan
Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang
Tahun 2008 Nomor 05} sebagaimana telah di ubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor
01 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan,
Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintahan Kabupaten Kepahiang
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 09);
Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 08 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun
2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012
Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 - 2025; (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2011-2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2017.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2,

3.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

Daerah adalah Kabupaten Kepahiang

Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kepahiang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang

Bupati adalah Bupati Kepahiang

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Kepahiang

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas
mengelola anggaran dan barang daerah.

Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepahiang .

. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembanguan

Daerah Kabupaten Kepahiang.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya

disebut dengan RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Kepahiang untuk periode 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun
2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka
panjang Kabupaten Kepahiang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kepahiang Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut dengan
RPJM Daerah adalah Rencana Pembangunan Daerah yang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen
perencanaan nasional 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintahan
Kabupaten Kepahiang untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
SKPD adalah suatu rencana pembangunan tahunan SKPD yang
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD,
serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum
(KU) dari Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku kepentingan
dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

- LA

.
- L} T
o) A



13

L
L
v ]

e

e

-
M

U STORET LR UL VLTI SV IS P VT ST WSS Tot- A0 ERND PRI & B ANER T FURR 4 LU SRIN A
OISCN AR LEDRGT CgDIgg [T a0y e Dedap o B btug
[N ATEIUS O ReTOUATLUS [ rlT ity i soanndnno s

H

[l QoL B0, e 10000 BRSO 20 Law 0 LS JT )

MOt LR ST BOTOCUTO T (IR L T TR T L E T YT
brou'sagl Sanng Paah nolaen boaar o) 1RG0 200 21 R
SO RS CIEO Y D)) SUUEE JORIITUGD T T TNy (e
KEwCMIF LI o] BRI RHEINE ) 00 R0 S I, U

N

EISIAIES

I IDaYd GO IHLGT LGl A0HIGIT e, ) BRI Bolene o e
PR aouttyl B WO DRUIRELNOT (00 YT iy SO

1
F]
r

PGULTIE Bl LGLIDANGD OGLG ) AUl poaingad e arenniny o oo

Fajoabar o ebypemd npng D ege o) ragimge

E)
STLG DL VAT o™ SUNNE S GFE IS FPRNNEwTo PN A RSV A oR &1 F NS TF IO ~T,wr RIS
oot Lourpeutin an (epredrl ey At r~s"*~u!n'n“
;

SO IR - SV IR S IS tLTE SRR B B A CN S L INRYSS FRTN
(RN SLUCLHSE WUt foalenlonl i YOI Gt SO
lidld G GRIPVIITT S0 g h Uy ALY, A0 UE g

TLLTGEE 2 LS e

Gl BUR S QUGS DT UG Hrant NOWPTETe 0T YA LEET gL
M VA LN UGERT W UCTD L LWOIUPRTOIE RIS 100 PR
SODURINOT TR OD Fo-sen ] AT s pinlapuia GIBLEM L)
ANLOTOS LGIPOIINIIGG pHORF T euenthn DOCIEN e i

by v pupn bl pobg) og '

S0 a0E WCILITT cisl o LA qMU HTp banpenttly

57475 15 MRRRSRTUTS TS £ 3T SO RSN P R SN A PR 4 T YRNPLC T LTI 5 ;

ogpletnay plinbrrrer wobuptsnt o muip hodogo 3o [T
]

dityaral 'f.s?‘h A R B A "-ﬂ.} SIS RS LLA VI SART RS A EAIVAS brronenigug
} L] ‘.

KOOI Ui i LY ) G pGUTOUR ol g

e

R RN | PR AR

PIFOLITE e nnbing g ek g gk
DS DU vt e bnlh Tironh ROL0nenbuL 2 s aE T

woannhurgt b g
OSCHT BOTEL PTG e IDES Lo DEDWrT T Ieele

POCDHL 0N TGS L (L pRELYLY (0]
LSl BN S0 L O VY VR R o o SR VY L T RN BT T R TR EPRS TE QNN AP AP MV A I RSt 1
PTG S YIS ASTI 2SI Srs ey 21 a1 L)

%y( i):rrrquf%
ACTOVIEL Y Baun]r TS G TLIYLER Dacws W orihorsi
r‘:rjrylcf.‘ o gy Dj-‘l"_}‘j'! }{_l "}r.\)rr;‘fg

GO S D Lt e s I WE PR UL OYVOGLG e 2ol
FRafiU QRLRSHAED WUP - G 108100 S9uE el e ot iy D14
e bt s

LOBISIdp el DO 0 97 T LG G LI e @ e

PIS0 IS SO0 b F L0 LG

LREES RSN VRSN PR e TR0 SANS AV L S PR T PO SN Pt R P A L O PR AY

T )

PRIV AT N

Py



BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 adalah Dokumen
Perencanaan Daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode 1 (satu)
Tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai dari Tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2017.

(2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat
isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun
sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan
kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pinjaman/hibah
Luar Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana

o lainya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
L/ maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2017 disusun dalam Dokumen Perencanaan Daerah
Kabupaten Kepahiang dengan sistematika sebagaimana berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II :  EVALUASI HASIL KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH

o ' BAB IV : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
~— TAHUN 2017
BAB YV | : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

(2} Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD sebagaimana
dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2017 bertujuan untuk menciptakan sinergitas
pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor
pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi sumberdaya.
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(2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1)
berfungsi sebagai :
a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD;
b. Sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD;
c. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum, PPAS, dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang
Tahun 2017

BAB III
RAPBD KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017, Pemerintah
Kabupaten Kepahiang dan SKPD mempedomani RKPD Tahun 2017,
yaitu :

a. Pemerintah Kabupaten Kepahiang menggunakan RKPD Tahun 2017
sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
di DPRD.

b. SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 dalam
melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan
DPRD.

BAB IV
INSTANSI PELAKSANA
Pasal 6

(1) Kepala Badan melakukan penelaahan terhadap kesesuaian RKA-
SKPD hasil pembahasan dengan DPRD dengan RKPD Tahun 2017.

(2) Dalam hal RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud Pasal 5 setelah dibahas bersama DPRD dalam bentuk
Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran terjadi perbedaan, maka
Pemerintah Kabupaten Kepahiang mempedomani hasil pembahasan
bersama DPRD tersebut.

BAB YV
LAPORAN KINERJA

Pasal 7

(1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang
output hasil kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada
Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas} hari
setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

coard Wl
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(8) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi
analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang
dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kepahiang.

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 2016

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 1\ -wi 2016

BUPATI KEPAHIANG, f/ *

Ng N .,
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

H. HAZAIRIN A. KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

TAHUN 2016 NOMOR..i1.....



